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Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau 
fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahnya. 
Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk 
memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena 
kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Dipilihnya program samsat keliling 
sebagai objek penilitian karena program ini adalah salah satu program yang 
sedang berjalan di Labuhan Batu.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas pelaksanaan program sistem manunggal satu atap (samsat) keliling 
dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor samsat Labuhan Batu.  Metode 
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kup, kepala 
seksi samsat keliling, kepala bagian samsat keliling, dan masyarakat di kantor 
samsat Labuhan Batu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
program ini sudah epektif  karena sudah adanya perencanaan, peraturan, tujuan 
dan kebijakan dalam program samsat keliling tersebut. 
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1.1 Latar Belakang 
Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi 
penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahnya. 
Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk 
memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena 
kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Apalagi melihat kondisi bangsa saat 
ini, pemerintah pelayanan publik akan selalu meningkat baik dari segi kualitasnya 
ataupun dari segi kuantitasnya sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah 
penduduk, meningkatnya tingkat kesejahteraan dan semakin berkembangnya 
pembangunan daerah. 
Salah satu instansi pemerintah yg mempunyai tugas dalam pelayanan publik 
ialah instansi pemerintah, agar dapat meningkatkan kualitas  pelayanan  dan 
memecahkan permasalahan yang terjadi di organisasi publik, maka dibutuhkan 
suatu inovasi pelayanan supaya pelayanan menjadi lebih baik. Suatu pelayanan 
publik dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut mampu memberikan 
kepuasan kepada masyarakat yang menerima layanan. Adapun jenis-jenis 
pelayanan publik yang ada di samsat salah satunya adalah samsat corner. Samsat 
keliling merupakan inovasi layanan pajak yang menarik karena layanan pajak 
kendaraan bermotor ini berada di mall yang melayani wajib pajak pada pagi hari 
sampai malam hari. Adanya samsat keliling diharapkan akan mampu membantu 
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memangkas antrean panjang wajib pajak di kantor samsat. Selain itu diadakannya 
samsat keliling juga karena pemerintah mengingikan pelayanan yang lebih dekat 
dengan masyarakat. Sehingga persepsi masyarakat yang dulunya beranggapan 
mengurus pajak itu merepotkan maka lama kelamaan akan menjadi hal yang lebih 
menyenangkan seiring dengan inovasi-inovasi yang diberikan oleh pemerintah 
dalam kepengurusan pajak tersebut. Dalam melaksanakan pelayanan publik 
pemerintah membentuk organisasi penyelenggaraan.  
Penyelenggara adalah setiap instusi penyelenggara negara, korporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan 
pelayanan publik. Dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk 
kegiatan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik juga didasarkan pada kondisi pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur pemerintah dalam berbagai instansi, masih dirasa belum sesuai dengan 
harapan masyarakat pembahasan yang dilakukan oleh para pakar atau peneliti, 
baik dalam bentuk penelitian maupun pengamatan semata memberikan suatu 
gambaran terhadap kondisi tersebut. 
Potret pelayanan publik yang masih memiliki kualitas rendah menjadi salah 
satu latar belakang  dikeluarkannya surat keputusan mentri pendayagunaan 
aparatur negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman 
penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem administrasi manunggal di bawah satu 
atap (samsat) sebagai salah satu sistem administrasi pelayanan publik yang 




Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud diatas 
sekurang kurangnya meliputi : 
a. Pelaksanaan pelayanan 
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat 
c. Pengelolaan informasi 
d. Pengawasan internal 
e. Penyuluhan kepada masyarakat dan 
f. Pelayanan konsultasi 
Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan 
penyelenggara Pelayanan publik kepada pihak lain, dengan syarat kerja sama 
tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat. Dengan demikian 
penyelenggara pelayanan harus berusaha meningkatkan kualitas kinerja dalam 
memberikan pelayanan kedpada masyarakat,  atau dengan kata lain, perlu pasal 8 
UU No 25 Tahun 2009 melakukan upaya konkrit dalam mengembangkan 
pelayanan publik yang bercirikan good governance.  
Motto samsat sebgaimana tercantum di balik bukti pembayaran PKB, 
BBNKB, dan SWDKLLJ (notice pajak) yang berbunyi “ samsat ada untuk anda, 
kepuasan anda untuk kami, pelayanan terbaik kami harapan anda”, merupakan 
salah satu upaya dari samsat untuk mendapatkan legitimasi, dan kepercayaan 
publik, serta dijadikan motivasi dalam peningkatan pelayanan. Wujud dari inovasi 
pelayanan samsat di kabupaten Labuhan Batu. 
Bertitik tolak dari realita di atas, pembaharuan strategis dan pola pelayanan 
yang mengarah pada prinsip efektif, efesien, dan nondiskriminasi dengan 
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memanfaatkan teknologi informasi merupakan syrat penyelenggaraan pelayanan 
samsat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu penulis 
tertarik untuk lebih jauh meneliti sehingga judul judul penelitian yang diambil 
adalah “Efektivitas Pelaksanaan Program Sistem Administrasi Manunggal 
Satu Atap  ( samsat ) Keliling Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di 
Kantor Samsat Labuhan Batu”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Agar peneliti dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya maka harus 
dirumuskan masalahnya terlebih dahulu apa yang menjadi masalahnya terlebih 
dahulu.apa yang menjadi masalahnya sehingga jelas dari mana yang harus 
dimulai.  Perumusan maslah dilakukan agar peneliti mengetahui arah batasan 
penelitian serta pokok yang akan dibahas dalam suatu peneltian. 
Berkaitan dengan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : 
a. Bagaimanakah  efektivitas pelaksaan program sistem administrasi 
manunggal satu atap (samsat) keliling dalam meningkatkan pelayanan 
publik di kantor samsat labuhan batu ? 
 
1.3 Tujuan dan  Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa 
adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai 
sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumusan masalah yang 
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peneliti kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sistem administrasi 
manunggal satu atap (samsat) keliling  dalam meningkatkan pelayanan 
publik di kantor samsat labuhan batu. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk menambah dan wawasan penulis tentang efektivitas pelaksanaan 
program sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) keliling 
dalam meningkatkan pelayanan publik dikantor samsat labuhan batu. 
b. Dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang 
juga melakukan dengan judul penelitian yang bersangkutan khususnya 
di bidang ilmu administrasi negara. 
c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam 
pengetahuan yang berkaitan dengan efektivitas program sistem 
administrasi manunggal satu atap (samsat) keliling dalam meningkatkan 









1.4 Sistematika Penelitian 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 
Tujuan dan Manfaat Masalah. 
BAB II : URAIAN TEORITIS 
 Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian 
Teori-teori antara lain: efektivitas, pelaksanaan, program, sistem 
administrasi manunggal satu atap (samsat), samsat corner, dan 
pelayanan publik. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
 Bab ini terdiri dari jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, 
kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data, lokasi penelitian, statistika penelitian 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari 
jawaban narasumber. 
BAB V : PENUTUP 











Menurut Sondang dalam Othenk (2008), efektivitas adalah pemanfaatan 
sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan 
yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai 
tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati 
sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 
Menurut Abdurahmat dalam Othenk (2008), Efektivitas adalah pemanfaatan 
sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada 
waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya 
semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari 
anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan 
menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang 
dicapai. 
Menurut Bungkaes (2013), Efektivitas adalah hubungan antara output dan 
tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari 
organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau 
praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud 
dengan “Efektivitas”. Bagaimana definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan 
umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1) 
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Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; 
mujarab;mempan; (2) Penggunaan metode/cara,sarana/alat dalam melaksanakan 
aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).” 
Menurut sigit (2003) efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari 
efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana 




   Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. 
Ditambah awalan pe- dan akhiran – an yang berfungsi membentuk kata benda 
menjadi pelaksana. sedangkan dalam kamus umum bahasa indonesia yang disusun 
oleh Powerdarmita, mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut 
dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksanaan 
adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencanayang telah disusun. 
Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan 
rancangan. Berdasarkan batasan dikemukakan oleh purwadarmita diatas, maka 
jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang 
dilakukakan oleh pelaksana. 
    Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau 
wadah secara berencana, teratur dan  terarah guna mencapai tujuan yang 
diharapkan. Pelaksana merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksankan 
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa 
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yang melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 
yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 
program atau kebijaksanaan ditetatapkan yang terdiri dari atas pengambilan 
keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan 
menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. 
Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan  juga penerapan. 
 Pelaksanaan adalah bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi 
setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskanfokus kebijakan pelaksanaan 
yaitu, peristiwa dan bekrja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman 
disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas 
konsekuensi/ dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa (Daniel dan Paul : 
2005) 
Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk 
memberikan kebijakan publik sehingga kebijakandapat membawa hasil, seperti 
yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian kegiatan, persiapan pertama maju 
menetapkan aturan yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut 
(Syaukani, dkk : 2004). 
Berdasarkan pandangan ini diketahui bahwa proses pelaksanaan 
kekhawatiran kebijakan yang sebenarnya tidak hanya prilaku badan administratif 
bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 
kepada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, 
ekonomi, sosial dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi prilaku 
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dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah yang tujuan kebijakan 
publik yang dapat terwujud sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. 
 
2.3 Program 
Secara umum program merupakan kumpulan insturuksi atau kode bahasa 
yang hanya dimengerti oleh komputer. Intruksi tersebut berfungsi untuk mengatur 
pekerjaan yang akan dilakukan oleh komputer untuk mendapatkan hasil atau 
output dengan maksud memudahkan untuk pengunannya.  Karena tujuan 
ditulisnya sebuah perogram adalah untuk memudahkan suatu proses untuk 
menghasilkan output yang diinginkan oleh pembuat program yang 
penggunannya.orang yang membuat program disebut dengan pemograman atau 
progammer. 
Program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh 
programmer atau suatu bagian executable dari suatu software (Binanto : 2008) 
Menurut sutarman (2009), program adalah barisan perintah/instruksi yang 
disusun sehingga dapat dipahami oleh komputer dan kemudian dijalnkan sebagai 
barisan perhitungan numerik, dimana barisan perintah tersebut berhingga, 
berakhir, dan menghasilkan keluaran. 
Menurut Yulikuspartono (2009), program adalah sedertan instruksi atau 
statement dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer yang bekesangkutan. 
Menurut Charles O. Jones dalam Suryana (2009) ada tiga pilar aktivitas 





a. Pengorganisasian  
Stuktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengeporasikan 
program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya 
manusia yang kompeten dan berkualitas. 
b. Interpretasi 
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan 
petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 
c. Penerapan atau Aplikasi 
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelasagar program kerja 
dapat berjalan sesuai  dengan jadwal kegiatan sehingga tidak 
berbenturan dengan program lainnya. 
Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah 
dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara 
integraft untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. 
  
2.4 Samsat Keliling 
Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan 
serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran pajak kendaraan bermotor (BBNKB), 
dan pembayaran sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) dan 
angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama samsat. 
Definisi samsat diatas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden nomr 5 
Tahun 2015 tentang penyelengaraan sistem administrasi manunggal satu atap 
kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh kepolisian 
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negara republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, suatu kerja pengelola 
keuangan daerah yang melakukan pemungutan pajak provinsi dan badan usaha 
yang berada dalamsatu kesatuan yaitu kantor bersama samsat. 
Kantor Bersama Samsat merupakan sebuah organisasi yang tugasnya adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai organisasi kantor bersama 
samsat terdiri dari : 
 
2.4.1 Pembinaan Samsat 
Pembina samsat terdiri dari pembina tingkat nasional dan juga pembina 
tingkat provinsi. Dimana pembina pada tingkat nasional terdiri dari Menteri yang 
menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negri, mentri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, dan kepala 
kepolisian negara republik Indonesia. Sedangkan pembina samsat pada tingkat 
provinsi terdiri dari gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala cabang badan 
usaha. 
Pembina samsat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a terdiri atas : 
a. Pembina samsat tingkat nasional ; dan 
b. Pembina samsat tingkat provinsi 
   Pembina samsat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a terdiri atas : 
a. Mentri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam 
negri ; 
b. Mentri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang  
keuangan ; dan 
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c. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Berdasarkan Pembinaan Samsat diatas sangat begitu jelas diatas telah 
dijelaskan dari pembina tingkat provinsi dan tingkat nasional. 
 
2.4.2 Koordinator Samsat 
Koordinator samsat terdiri dari atas koordinator kantor bersama samsat 
untuk seluruh wilayah hukum kepolisian daerah yang dilaksanakan oleh direktur 
lalu lintas kepolisian daerah dan koordinator pada setiap kantor bersama samsat 
diwilayah hukum kepolisian resor yang dilaksanakan oleh pejabat teknis yang 
bertanggung jawab di bidang regident. 
a. Koordinator Samsat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b terdiri 
atas : 
1) Koordinator Kantor Bersama Samsat untuk seluruh wilayah hukum 
Kepolisian Daerah, dan 
2) Koordinator pada setiap Kantor Bersama Samsat di wilayah hukum 
Kepolisian Resor. 
b. Koordinator untuk seluruh wilayah hukum kepelosian daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas 
Kepolisian Daerah. 
c. Koordinator pada kantor bersama samsat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilaksanakan oleh : 
1) pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang regident direktorat lalu 
lintas kepolisian daerah bagi kantor bersama samsat yang berada di 
wilayah hukum kepolisian daerah, dan 
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2) pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas bagi kantor 
bersama samsat yang berada di wilayah hukum kepolisian resor.  
Tugas koordinator samsat seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah 
sebagaimana dimaksud dalampasal 27 ayat (1) huruf a meliputi : 
a. Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi 
kegiatan penyelenggaraan samsat yang berada di wilayah hukum 
kepolisian daerah ; 
b. Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
dalam penyelenggaraan samsat di wilayah hukum kepolisian daerah ; 
c. Mengoordinasikaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi anatar 
kantor bersama samsat; dan 
d. Menerima laporan penyelenggaraan pelayanan samsat secara periodik 
setiap bulan dari kantor bersama samsat. 
e. Menerima laporan secara periodik setiap bulan dari unsur pelaksana 
samsat. 
f. Melaksanakan evaluasi pelayanan samsat. 
  Berdasarkan koordinator  samsat diatas sudah begitu jelas dengan adanya 
tugas koordinator samsat seluruh wilayah hukum kepolisian daerah. 
 
2.4.3 Pelaksanaan Samsat 
Pelaksana kantor bersama samsat terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu : 
a. Kepolisian 




c. Badan Usaha 
Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik khususnya 
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan  
bermotor serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan kantor 
bersama samsat juka perlu diawasi dan dikendalikan penyelenggaraan nya agar 
selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatsebagai pengguna 
jasa layanan. Fungsi pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan 
pelayanan samsat dilakukan oleh koordinator samsat dan dilaksanakan dalam 
bentuk-bentuk sebagai berikut : 
a. Pemantauan 
b. Pemberian petunjuk dan arahan tertulis 
c. Supervisi dan/atau asistensi 
d. Analisis dan evaluasi dan/atau 
e. Pelaporan , dengan memuat ; 
Dimana hasil pengawasan dan pengendalian tersebut dilaporkan kepada 
pembina samsat secara berjenjang dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh masing-
masing instansi terkait. 
 
2.5 Pelayanan Publik 
2.5.1 Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
kepada masyarakat sebagai salah satu tugas pokoknya. Menurut Ratminto (2010) 
menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang bersifat tidak kesat 
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mata dan melibatkan pegawai atau sumber daya lain seperti sarana dan prasarana 
yang disediakan oleh perusahaan penyelenggaraan pelayanan. 
Menurut Sinambela (2011) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan 
upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan 
negara sedangkan dalam undang-undang nomor  25 tahun 2009 pelayanan publik 
diartikan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, 
jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
mendefinisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan yang dilakukan 
oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan dalam bentuk barang atau jasa 
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa hakekat pelayanan yang 
dijalankan oleh pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh aparat pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga 
timbul kepuasan dan meningkatkan masyarakat. 
Menurut Ratminto (2010) membedakan jenis pelayanan menjadi tiga 
kelompok sesuai dengan keputusn MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. 
Adapun tiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilakn 
berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 
kewarganegaraan,  sertifikat , kompetensi, kepemilikan atau pengeasaan 
terhadap suatu barang dan sebagainya. 
b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk/ jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya 
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya 
c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, 
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transfortasi, pos dan 
sebagainya. 
Berdasarkan jenis kelompok pelayanan diatas pelayanan pajak kendaraan 
bermotor termasuk kedalam kelompok pelayanan administratif hal ini dikarenakan 
dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor pelayanan yang dilakukan 
menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti buku 
pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor 
(STNK). 
 
2.5.2 Indikator Pelayanan Publik 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan ukuran-ukuran atau 
indikator tersebut dapat digunakan untuk mengatur seberapa jauh pelayanan 
dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan. Indikator pelayanan 
publik adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk 
tentang pelayanan publik, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan 
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indikator-indikator pelayaanan publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2008) 
antaralain: 
a. Lenvine mengemukakan produk pelayanan publik setidaknya harus 
memenuhi tiga indikator yaitu responsiveness, responsibility, 
accountability. 
1) Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap 
penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta 
tuntutan customers. 
2) Responsibility atau respontibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh peroses pemberian pelayanan publik itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan 
sesuai dengan kepentingan stakeholders dana norma-norma yang 
berkembangan dalam masyarkat. 
b. Zeithaml, parasuraman dan berry menggunakan ukuran tangibles, 
reliability, responsiveness, assurance, empathy. 
1) Tangibles yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas-
fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 
2) Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk 
menyelenggarakan pelayanan yang menjanjikan secara akurat. 
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3) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 
pengunaan layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan para petugas penyedian pelayanan dalam memberikan 
kepercayaan kepada pengguna layanan. 
5) Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada 
pengguna layanan secara individual. 
c. McDonald dan Lawton dalam Ratminto (2010), juga mengemukakan 
dua indikator pelayanan publik yaitu : efficiency dan effectiviness. 
a) Efficiency atau efesiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan 
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran 
dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. 
b) Effectiviness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target,sasaran jangka panjang 
maupun misi organisasi. 
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa untuk mengukur jalannya 
suatu pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya menggunakan satu indikator 
saja dalam penyelenggaraan pelayanan program samsat corner diperlukan sinerji 
atau perpaduan dari berbagai indikator yang ada seperti efesiensi, efektivitas, 
responsivitas, reability, dan tangibles untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 







3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis 
kualitatif, yaitu suatu penelitian konsteksual yang menjadikan manusia sebagai 
instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dengan kaitannya dengan 
pengumpulan data yang padaumumnya bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif 
dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang 
sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak 
memungkinkan untuk diukur secara cepat. 
Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai 
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan prilaku manusia itu 
sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga 
disebut pendeketan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 
dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di 
tempat peneliti. 
 
3.2 Kerangka konsep 
Kerangka konsep disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan 
dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan presepsi yang dimiliki. 
Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam 




















3.3 Definisi konsep 
 Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan 
pristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep 
memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara 
mendasar dan menyamankan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta 
menghindari alah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. 
 Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai 



















objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi 
mental tak berperaga. Konsep juga dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata 
(Bahri, 2008). 
 Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan 
sebagai berikut : 
a. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam  
suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 
dituju. 
b. Pelaksanaan adalah suatau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan 
atau wadah secara bersama, teratur dan terarah guna mencapai tujuan 
yang diharapkan. 
c. Program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat 
oleh programmer/suatu bagian executable dari suatu software. 
d. Samsat adalah wadah bagi kepolisian negara republik indonesia yang 
membidangi lalu lintas diwakili oleh dirlantas polda. 
e. Samsat keliling adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, 
pembayaran PKB dan SWDKLLJ. 
f. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik 
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya. 




 Berdasarkan definisi konsep tersebut, maka dalam definisi ini hanya akan 
menggambarkan tentang pelaksanaan program pelayanan samsat keliling dalam 
rangka meningkatkatkan pelayanan publik. 
 
3.4 Kategorisasi  Penelitian 
 Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian 
sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian  
pendukung untuk analisis data variabel tersebut. 
 Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu: 
a. Adanya perencanaan untuk melakukan program samsat keliling. 
b. Adanya peraturan untuk mendukung program samsat keliling tersebut. 
c. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam program samsat keliling. 
d. Adanya kebijaksanaan untuk melakukan program samsat keliling. 
 
3.5 Narasumber 
 Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi dan orang yang 
memberikan informasi kepada peneliti. Teknik penentuan narasumber dalam 
peneliti ini adalah metode purposive sampling, yaitu memilih sejumlah responden 
dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara 
maksimal. Adapun yang menjadi narasumber peneliti ini berjumlah 7(tujuh) orang 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah : 
a. Kepala bagian samsat keliling  
Nama : H. Guntur Hasibuan S.Sos., MAP  
      Usia   : 48 thn 
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b. Kepala seksi samsat keliling 
Nama : Hsopian Nur, SIP  
Usia   : 47 thn  
 
c. Koordinator 
Nama : Eka Syahputra, S.Sos 
Usia   : 42 thn 
d. Masyarakat 
Nama : Rina Erlina Rambe, S.H 
Uaia   : 28 thn 
 
3.6 Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 
wawancara. Peneliti tidak melakukan partisipasi secara total dalam kehidupan 
objek penelitian selama berlangsungnya penelitian. Peneliti memfokuskan pada 
objek yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan teknik wawancara, peneliti 
menggali makna data dengan mengaitkan informasiyang diterima dengan konteks. 
 Untuk memperoleh data  dari narasumber dan keterangan-keterangan lain 
yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik penggumpulan data sebagai 
berikut : 
a. Teknik  pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang dilakukan 
dengan instrumen metode wawancara. Wawancara yaitu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 
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kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang 
yang berhubungan dengan objek penelitian. 
b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari : 
1) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data  dengan menggunakan 
catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta  
2) sumber-sumber lain yang relavan dengan objek penelitian. 
3) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data  dengan 
menggunakan berbagai literatur seperti: buku, karya ilmiah, dan 
laporan penelitian. 
Pengumpulan data yang relavan dengan permasalahan yang ada yng diteliti 
dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian 
ini. 
 
3.7 Teknik Analisis Data 
Menurut Anggara (2015), analisis data merupakan proses penyusunan data 
agar dapat diintrepretasikan. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, 
tema atau katagorisasi tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pola 
anlisis. Langkah utama dalam  analisis data adalah pengumpulan data, perbaikan 
kerangka data sehingga lebih bermakna, melakukan reinterprestasi data melalui 
hubungan dan akurasi hubbungan antardata, melakukan perubahan yang 




Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu, sebagai 
berikut : 
 
a. Reduksi Data 
  Diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian 
penyederhanaan data, pengabstarakan dari transformasi data besar yang 
muncul dicatatan-catatan tertulis dilapangan. 
b. Penyajian Data 
      Sebagai penyajian sekumpulan informasi sistematis yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian tersebut dapat berbentuk  matrik, grafik, jaringan, dan bagan. 
c. Menarik Kesimpulan 
     Verifikatif dilakukan sejak permulaan,  pengumpulan data, pembuatan 
pola-pola, penjelasan kinfigurasi yang mungkin, data alur sebabakibat 
serta proporsisi. 
Data disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan yang dapat 
diambil sehingga memberi gambaranyang jelas tentang penerapan transparansi 
diambil sehingga alokasi dana samsat corner di labuhan batu. 
 
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Dalam penelitian ini lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting 
karena dijadikan suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang 
menjadi lokasi penelitian adalah di Kantor Samsat Kabupaten Labuhan Batu, dan 
waktu penelitian dari bulan desember 2018 sampai dengan bulan maret 2019. 
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3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 
3.9.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Labuhan Batu 
 Kabupaten Labuhan Batu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi 
Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau 
Prapat.Kabupaten Labuhan Batu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit 
dan karet. Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km, sedangkan 
jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Dengan 
dibentuknya kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu 
Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km dan penduduknya sebanyak 
857.692jiwa pada tahun 2008. 
 Batas wilayah kabupaten Labuhan Batu berbatasan dengan kabupaten 
Labuhan Batu Utara dan Selat Malaka di sebelah Utara, di sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, di sebelah Barat berbatasan 
dengan Padang Lawas Utara. Dan di sebelah Timur berbatasan dengan Sumatera 
Utara. 
 Pada mulanya jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan. 
Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan 
Bstui Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten ini menjadi 9 kecamatan. 
Berikut nama-nama kecamatan tersebut : 
a. Bilah Barat 
b. Bilah Hilir 
c. Bila Hulu 
d. Panai Hilir 
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e. Panai Hulu 
f. Panai Tengah 
g. Pangkatan 
h. Rantau Selatan 
i. Rantau Utara   
3.9.2 Visi Misi dan Motto Samsat Labuhan Batu 
a. Visi 
“Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Berorientasi Good Governance Dan 
Berbasis Teknologi” 
b. Misi 
1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 
2) Meningkatkan Keamanan Registrasi Daan Identifikasi Kendaraan 
Bermotor. 
3) Meningkatkna Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerimaan 
Negara. 
4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 
5) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung 
Terwujudnya Pelayanan Prima,   
c. Motto 






3.9.3 Tugas dan Fungsi Samsat Labuhan Batu 
a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah merupakan 
unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh 
seoarang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung  
jawab kepada  Guburnur melalui Sekertaris Daerah. 
b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 
c. Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, menyelenggarakan fungsinya : 
1) Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan 
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
2) Penyelenggaraan pengelola bahan/data penyempurnaan dan 
penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan 
Pajak Retribusi Daerah. 
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak 
dan Retribusi Daerah. 
4) Bermotor dan Pajak Rokok.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
Gubernur, sesuai dengan tugas fungsinya. 
d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan tipe A, terdiri dari 1 (satu) 
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Sekertariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat)  bidang,1 (satu) bidang 
mempunyai 3 (tiga)sub bidang, dengan susunan sebagai berikut : 
1) Badan. 
2) Sekertariat terdiri dari : 
a)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b) Sub Bagiann Keuangan 
c) Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik. 
3) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 
terdiri dari : 
a)  Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 
Daerah. 
b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah. 
c) Sub Bidang Hukum dan Publikasi. 
4) Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nnama 
Kendaraan Bermotor terdiri dari : 
a) Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Bermotor. 
b) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendraan Bermotor 
dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor. 
c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan. 
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
5)  Bidang Pajak Air Permukaan, Paajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor dan Pajak Rokok terdiri dari : 
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a) Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotot dan Pajak Rokok. 
b) Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Air Permukaan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber 
c) Sub Bidang Pembukuaan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. 
6) Bidang Retribusi Pendapatan Lainnya terdiri dari : 
a) Sub Bidang Retribusi 
b) Sub Bidang Pendapatan Lainnya. 
c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan 
Pendapatan Lainnya. 
7) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan 
Utara  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Teknis. 
b) Sub Bagian Taata Usaha. 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan. 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
8) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan 
Selatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
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9) Unit Pelaksanaan Teknis Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
Brandan Bdan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
10) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
11) Pelaksana Teknis pengelola Pendapatan Daerah Binjai Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari : 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
12) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah  Lubuk  
Pakam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
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d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
13) Unit Pelaksana Teknis Pengelolala Pendapatan Daerah Sei Rampah 
Badan Pengelolalaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
14) Unit Pelaksana Teknis Pengelolala Pendapatan Daerah Tebing 
Tinggi Badan Pengelolala Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
15) Unit Pelaksana Teknis Pengelolalaan Pendapatan Daerah Lima 
Puluh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
16) Unit Pelaksana Teknis Pengelolalaan Pendapatan Daerah 





a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
17) Unit Pelaksana Teknis Pengelolalaan Pendapatan Daerah Kisaran 
Badan Penelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
18) Unit Pelaksana Teknis Pengelolalaan Pendapatan Daerah Tanjung 
Balai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
19) Unit Pelaksana Teknis Pengelolalaan Pendapatan Daerah Aek 
Kanopan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri 
dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. 
35 
 
20) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Rantau Prapat Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari: 
a) Unit Pelaksana Teknis 
b) Sub Bagian Tata Usaha 
c) Seksi Pendapatan dan Penetapan 
d) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.   
21) Unit Pelaksana TeknisPengelolaan Daerah Kota Pinang Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
22) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah  Gunung Tua Badan 
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
23) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusu Daerah. 
24) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang 
Sidempuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
25) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
26)  Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Penyabungan  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
27) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
28) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
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29) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
30) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
31) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
32) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siantar 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
33) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
34) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
35) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak 
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
36) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan 
Sidikalang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
37) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan 
Kabanjahe Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
38) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan 
Gunung Sitoli Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
39) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan 
Gunung Sitoli Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
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40) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan 
Teluk Dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
41) Unit Pelaksana Teknis  Pusat Dukungan Operasional Layangan 
Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 
42) Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak dan 
Retribusi Daerah.  
e. Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak 

















3.9.4 Struktur Organisasi Kantor Samsat Kabupaten Labuhan Batu 
Gambar 3.2 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Hasil Penelitian 
Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh 
melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah 
disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak 
dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program Sistem 
Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) keliling dalam meningkatkan 
pelayanan publik di kantor samsat Labuhan Batu. Dalam mengumpulkan data 
yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa 
tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan 
pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan 
permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 
4 orang informan penelitian yang terdiri atas 3 orang pegawai samsat keliling di 
kantor samsat Labuhan Batu  dan 1 orang masyarakat di Labuhan Batu. 
 Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah 
yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam 
penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai 
permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang 






4.1.1 Deksripsi Narasumber 
 Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Kantor Samsat keliling 
Labuhan Batu dan masyarakat Labuhan Batu. Adapun keadaan narasumber adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.1 
Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia 
NO NAMA JABATAN USIA 
1. H. Guntur Hasibuan, 
S.Sos.,MAP 
KUPT 48 
2. H. Sopian Nur, SIP Kepala seski samsat 
keliling 
47 
3. Eka Syahputra, S.Sos Kepala bagian samsat 
keliling 
42 
4. Rina Erlina Rambe, S.H Masyarakat 28 
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Samsat Labuhan Batu 
 
4.1.2 Hasil Wawancara 
Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang 
kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk 
tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, 
sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada 
beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan 
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dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya 
dan berstruktur. 
Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode 
wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam 
wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun 
daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam 
penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil 
penelitiannya sebagai berikut: 
 
4.1.2.1 Adanya Perencanaan Untuk Melakukan Program Samsat Keliling 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H. Guntur Hasibuan S.Sos.MAP, selaku KUPT di Kantor 
Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program samsat 
keliling ini sudah berjalan dengan perencanaannya beliau mengatakan bahwa 
pelaksanaan program samsat keliling yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan 
batu sudah berjalan sesuai dengan perencanaannya. Tentang pertanyaan apakah 
dengan adanya samsat keliling ini bisa lebih membantu masyarakat membayar 
pajak dengan mudah tidak harus ke kantor samsatnya langsung beliau mengatakan 
sangat mudah karena dengan adanya samsat keliling ini masyarakat tidak perlu 
lagi untuk kekantor samsat bila hendak membayar pajak.  
Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program samsat keliling sudah 
dilaksanakan dengan ketentuannya beliau mengatakan sudah, sebab dalam setiap 
pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah pimpinan. 
Tentang pertanyaan dalam program ini sudah ada atau tidak tahapan perencanaan 
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yang di buat beliau mengatakan kalau tahapan perencanaan di dalam setiap pasti 
ada.  
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H. Sophian Nur SIP, selaku Kepala Seksi Samsat Keliling di 
Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program 
samsat keliling ini sudah berjalan dengan perencanaannya beliau mengatakan 
pelaksanaan program samsat keliling yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan 
batu sudah berjalan sesuai dengan perencanaannya. Tentang pertanyaan apakah 
dengan adanya samsat keliling ini bisa lebih membantu masyarakat membayar 
pajak dengan mudah tidak harus ke kantor samsatnya langsung beliau mengatakan 
sangat mudah karena dengan adanya samsat keliling ini masyarakat tidak perlu 
untuk ke kantor samsat bila hendak membayar pajak.  
Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program samsat keliling sudah 
dilaksanakan dengan ketentuannya beliau mengatakan sudah, sebab dalam setiap 
pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah pimpinan. 
Tentang pertanyaan dalam program ini sudah ada atau tidak tahapan perencanaan 
yang di buat beliau mengatakan kalau tahapan perencanaan didalam setiap 
pelaksanaan program samsat keliling yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan 
batu sudah berjalan sesuai dengan perencanaannya. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak Eka Syahputra S.sos, selaku Kepala Bagian Samsat Keliling 
di Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan 
program samsat keliling ini sudah berjalan dengan perencanaannya beliau 
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mengatakan pelaksanaan program samsat keliling yang dilakukan oleh kantor 
samsat labuhan batu sudah berjalan sesuai dengan perencanaannya. Tentang 
pertanyaan apakah dengan adanya samsat keliling ini bisa lebih membantu 
masyarakat membayar pajak dengan mudah tidak harus ke kantor samsatnya 
langsung beliau mengatakan sangat mudah, karena dengan adanya samsat keliling 
ini masyarakat tidak perlu untuk ke kantor samsat bila hendak membayar pajak. 
Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program samsat keliling sudah 
dilaksanakan dengan ketentuannya beliau mengatakan sudah, sebab dalam setiap 
pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah pimpinan. 
Tentang pertanyaan dalam program ini sudah ada atau tidak tahapan perencanaan 
yang di buat beliau mengatakan kalau tahapan perencanaan didalam setiap 
program pasti ada. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan Ibu Rina Erlina Rambe S.H, selaku masyarakat di Kantor Samsat 
Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program samsat keliling 
ini sudah berjalan dengan perencanaannya beliau mengatakan pelaksanaan 
program samsat keliling yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan batu sudah 
berjalan sesuai dengan perencanaannya. Tentang pertanyaan apakah dengan 
adanya samsat keliling ini bisa lebih membantu masyarakat membayar pajak 
dengan mudah tidak harus ke kantor samsatnya langsung beliau mengatakan 
sangat mudah, karena dengan adanya samsat keliling ini masyarakat tidak perlu 
untuk ke kantor samsat bila hendak membayar pajak.  
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Tentang pertanyaan apakah pelaksanaan program samsat keliling sudah 
dilaksanakan dengan ketentuannya beliau mengatakan sudah, sebab dalam setiap 
pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah pimpinan. 
Tentang pertanyaan dalam program ini sudah ada atau tidak tahapan perencanaan 
yang di buat beliau mengatakan kalau tahapan perencanaan di dalam setiap 
program pasti ada. 
 
4.1.2.2 Adanya Peraturan untuk Mendukung Program Samsat Keliling 
Tersebut 
  Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H. Guntur Hasibuan. S.Sos. MAP,selaku KUPT di Kantor 
Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apa yang menjadi landasan dalam 
melaksanakan program samsat keliling ini beliau mengatakan kalau untuk 
landasan sudah ada dari dinas tersendiri, perintah dari pimpinan sesuai dengan 
jadwal yang ada dengan melaksanakan pemungutan kendaraan beromotor. 
Tentang pertanyaan bagaimana proses perumusan landasan program samsat 
keliling beliau mengatakan sudah tertulis bukan kita yang menentukan, kita 
anggota samsat keliling melaksanakan perintah pimpinan melaksanakan 
pemungutan kendaraan bermotor. 
Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah dilaksanakan 
dengan tertib di seluruh kota beliau mengatakan kalau untuk di labuhan batu 
sudah hampir 80%. Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah 
dilaksanakan dikampung-kampung beliau mengatakan kalau pihak penyelenggara 
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melaksanakan sebaik baiknya menghasilkan PAD dari wajib pajak kendaraan 
bermotor. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H.Sophian Nur. SIP, selaku Kepala Seksi Samsat Keliling di 
Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apa yang menjadi landasan 
dalam melaksanakan program samsat keliling ini beliau mengatakan kalau 
landasan sudah ada dari dinas tersendiri, perintah dari pimpinan sesuai dengan 
jadwal yang ada melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Tentang 
pertanyaan bagaimana proses perumusan landasan program samsat keliling beliau 
mengatakan sudah tertulis bukan kita yang menentukan, kita anggota di samsat 
keliling melaksanakan perintah pimpinan melaksanakan pemungutan kendaraan 
bermotor. 
Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah dilaksanakan 
dengan tertib di seluruh kota beliau mengatakan kalau untuk di labuhan batu 
sudah hampir 80%. Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah 
dilaksanakan dikampung-kampung beliau mengatakan kalau pihak penyelenggara 
melaksanakan sebaik baiknya menghasilkan PAD dari wajib pajak kendaraan 
bermotor. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak Eka Syahputra S.Sos, selaku Kepala Bagian Samsat Keliling 
di Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apa yang menjadi landasan 
dalam melaksanakan program samsat keliling ini beliau mengatakan kalau 
landasan sudah dari dinas tersendiri, perintah dari pimpinan dengan jadwal yang 
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ada melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Tentang pertanyaan 
bagaimana proses perumusan landasan program samsat keliling beliau 
mengatakan sudah tertulis, bukan kita yang menentukan kita anggota dari samsat 
keliling melaksanakan perintah pimpinan melaksanakan pemungutan kendaraan 
bermotor.  
Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah dilaksanakan 
dengan tertib di seluruh kota beliau mengatakan untuk di  labuhan batu sudah 
hampir 80%.Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah 
dilaksanakan dikampung-kampung beliau mengatakan kalau pihak penyelenggara 
melaksanakan sebaik baiknya menghasilkan PAD dari wajib pajak kendaraan 
bermotor. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan Ibu Rina Erlina Rambe. S.H, selaku masyarakat di Kantor Samsat 
Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apa yang menjadi landasan dalam 
melaksanakan program samsat keliling ini beliau mengatakan kalau landasan 
sudah dari dinas tersendiri perintah dari pimpinan sesuai dengan jadwal yang ada 
melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Tentang pertanyaan bagaimana 
proses perumusan landasan program samsat keliling beliau mengatakan sudah 
tertulis, bukan kita yang menentukan kita anggota di samsat keliling 
melaksanakan perintah pimpinan melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. 
Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah dilaksanakan 
dengan tertib di seluruh kota beliau mengatakan kalau untuk di labuhan batu 
sudah hampir 80%. Tentang pertanyaan apakah program samsat keliling ini sudah 
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dilaksanakan  dikampung-kampung beliau mengatakan kalau pihak penyelenggara 
melaksanakan sebaik baiknya menghasilkan PAD dari wajib pajak kendaraan 
bermotor. 
4.1.2.3 Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam program samsat keliling 
  Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H.Guntur Hasibuan. S.Sos.MAP, selaku KUPT di Kantor 
Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan bagaimanakah pengarahan dari pihak 
penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas samsat keliling beliau 
mengatakan tentang pertanyaan apa faktor yang menjadi kendala samsat keliling 
dalam pelaksanaan prrogram samsat keliling beliau mengatakan kalau untuk kita 
sendiri dari armada tidak ada masalah ke masyarakatnya sendiri terhadap tingkat 
membayar pajak kendaraan.  
Tentang pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan program samsat keliling 
tersebut beliau mengatakan bahwa program di jadwal 1 minggu 6 kali 
keberangkatan. Tentang pertanyaan adakah hambatan dari pihak samsat dalam 
pengkoordinasian dengan pihak program samsat keliling tersebut beliau 
mengatakan kalau untuk koordinasi kupt ke dinas tidak ada masalah. 
  Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H. Sophian Nur. SIP, selaku Kepala Seksi Samsat Keliling di 
Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan bagaimanakah pengarahan dari 
pihak penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas samsat keliling beliau 
mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan 
dana desa di Desa Gunung Kelambu.  
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Tentang pertanyaan apa faktor yang menjadi kendala samsat keliling dalam 
pelaksanaan prrogram samsat keliling beliau mengatakan kalau untuk kita sendiri 
dari armada tidak ada masalah ke masyarakatnya sendiri terhadap tingkat 
membayar pajak kendaraan.Tentang pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan 
program samsat keliling tersebut beliau mengatakan program dijadwal 1 minggu 6 
kali keberangkatan. Tentang pertanyaan adakah hambatan dari pihak samsat 
dalam pengkoordinasian dengan pihak program samsat keliling tersebut beliau 
mengatakan kalau untuk koordinasi kupt ke dinas tidak ada masalah. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak Eka Syahputra.S.sos, selaku Kepala Bagian Samsat Keliling 
di Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan bagaimanakah pengarahan 
dari pihak penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas samsat keliling 
beliau mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam 
pengelolaan dana desa di Desa Gunung Kelambu. Tentang pertanyaan apa faktor 
yang menjadi kendala samsat keliling dalam pelaksanaan prrogram samsat 
keliling beliau mengatakan bahwa kalau untuk kita sendiri dari armada tidak ada 
masalah sendiri terhadap tingkat membayar pajak kendaraan.  
Tentang pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan program samsat keliling 
tersebut beliau mengatakan program di jadwali 1 minggu 6 kali keberangkatan. 
Tentang pertanyaan adakah hambatan dari pihak samsat dalam pengkoordinasian 
dengan pihak program samsat keliling tersebut beliau mengatakan kalau untuk 
koordinasi kupt ke dinas tidak ada masalah. 
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan Ibu Rina Erlina Rambe. S.H, selaku masyarakat di Kantor Samsat 
Labuhan Batu. Tentang pertanyaan bagaimanakah pengarahan dari pihak 
penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas samsat keliling beliau 
mengatakan bahwa sarana dan fasilitas kerja sangat penting dalam pengelolaan 
dana desa di Desa Gunung Kelambu. Tentang pertanyaan apa faktor yang menjadi 
kendala samsat keliling dalam pelaksanaan prrogram samsat keliling beliau 
mengatakan kalau untuk program kita sendiri armada tidak ada masalah ke 
masyarakatnya sendiri terhadap tingkat membayar pajak kendaraan. 
Tentang pertanyaan bagaimanakah pelaksanaan program samsat keliling 
tersebut beliau mengatakan program di jadwalkan 1 minggu 6 kali keberangkatan. 
Tentang pertanyaan adakah hambatan dari pihak samsat dalam pengkoordinasian 
dengan pihak program samsat keliling tersebut beliau mengatakan kalau untuk 
koordinasi kupt ke dinas tidak ada masalah. 
 
4.1.2.4 Adanya kebijaksanaan untuk melakukan program samsat keliling 
  Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H. Guntur Hasibuan. S.sos.MAP, selaku KUPT di Kantor 
Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah dengan adanya kebijaksanaan 
program samsat keliling lebih mudah dijalankan beliau mengatakan kalau untuk 
program mudah tidak mudah kita hanya mempasilitasi kepada masyarakat 
sekarang kembali kepada masyarakatnnya sendiri. Tentang pertanyaan bagaimana 
ketentuan pelaksanaan program samsat keliling tersebut beliau mengatakan  
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programnya kita setiap hari satu kecamatan untuk mempergerak kendaraan setiap 
hari.  
Tentang pertanyaan apakah tujuan di adakannya kebijaksanaan dalam 
program samsat keliling tersebut beliau mengatakan untuk mempermudah 
masyarakat melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Tentang 
pertanyaan apakah untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai prosedur yang 
ditetapkan beliau mengatakan mengatakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. 
   Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak H. Sophian Nur. SIP, selaku Kepala Seksi Samsat Keliling di 
Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah dengan adanya 
kebijaksanaan program samsat keliling lebih mudah dijalankan beliau mengatakan 
kalau untuk program mudah tidak mudah kita hanya mempasilitasi kepada 
masyarakat sekarang kembali kepada masyarakatnya sendiri. Tentang pertanyaan 
bagaimana ketentuan pelaksanaan program samsat keliling tersebut beliau 
mengatakan programnya kita setiap hari satu kecamatan untuk mempergerak 
kendaraan setiap hari.  
Tentang pertanyaan apakah tujuan di adakannya kebijaksanaan dalam 
program samsat keliling tersebut beliau mengatakan untuk mempermudah 
masyarakat melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Tentang 
pertanyaan apakah untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai prosedur yang 




Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan bapak Eka Syahputra S.sos, selaku Kepala Bagian Samsat Keliling 
di Kantor Samsat Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah dengan adanya 
kebijaksanaan program samsat keliling lebih mudah dijalankan beliau mengatakan 
kalau untuk program mudah tidak mudah kita hanya mempasilitasi kepada 
masyarakat sekarang kembali kepada masyarakatnya sendiri. Tentang pertanyaan 
bagaimana ketentuan pelaksanaan program samsat keliling tersebut beliau 
mengatakan bahwa programnya kita setiap hari satu kecamatan untuk 
mempergerak kendaraan setiap hari.  
Tentang pertanyaan apakah tujuan di adakannya kebijaksanaan dalam 
program samsat keliling tersebut beliau mengatakan bahwa programnya kita 
setiap hari satu kecamatan untuk mempergerak kendaraan setiap hari. Tentang 
pertanyaan apakah untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai prosedur yang 
ditetapkan beliau mengatakan prosedur yang sudah ditetapkan. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 21 februari 
2019, dengan Ibu Rina Erlina Rambe. S.H, selaku masyarakat di Kantor Samsat 
Labuhan Batu. Tentang pertanyaan apakah dengan adanya kebijaksanaan program 
samsat keliling lebih mudah dijalankan beliau mengatakan kalau untuk program 
mudah tidak mudah kita hanya mempasilitasi kepada masyarakat sekarang 
kembali kepada masyarakatnya sendiri. Tentang pertanyaan bagaimana ketentuan 
pelaksanaan program samsat keliling tersebut beliau mengatakan bahwa 




Tentang pertanyaan apakah tujuan di adakannya kebijaksanaan dalam 
program samsat keliling tersebut beliau mengatakan bahwa untuk mempermudah 
masyarakat melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Tentang 
pertanyaan apakah untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai prosedur yang 
ditetapkan beliau mengatakan mengatakan bahwa sesuai dengan prosedur yang 
sudah ditetapkan.  
 
4.2 Pembahasan 
Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan 
tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian 
dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang 
diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan 
penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang 
efektivitas pelaksanaan program sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) 
keliling dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor samsat labuhan batu.  
 Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan 
yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraiankan hasil analisa berdasarkan hasil 
wawancara yang penulis lakukan. 
4.2.1 Adanya Perencanaan Untuk Melakukan Program Samsat Keliling  
   Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya perencanaan untuk 
melakukan program samsat keliling di kantor samsat Labuhan Batu yang 
mengatakan bahwa pelaksanaan program samsat keliling yang dilakukan oleh 
kantor samsat Labuhan Batu sudah berjalan sesuai dengan perencanaannya. 
Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat karena tidak perlu lagi 
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untuk kekantor samsat bila hendak membayar pajak. Dalam setiap pelaksanaan 
program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah pimpinan. Dan dalam setiap 
tahapan perencanaannya samsat keliling mempunyai perencanaan. 
   Narasumber lain mengatakan bahwa pelaksanaan program samsat keliling 
yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan batu sudah berjalan sesuai dengan 
perencanaannya. Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat karena 
tidak perlu lagi untuk ke kantor samsat bila hendak membayar pajak. Dalam 
setiap pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah 
pimpinan. Dan dalam setiap tahapan perencanaannya samsat keliling mempunyai 
perencanaan. 
   Narasumber lain mengatakan bahwa pelaksanaan program samsat keliling 
yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan batu sudah berjalan sesuai dengan 
perencanaannya. Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat karena 
tidak perlu lagi untuk ke kantor samsat bila hendak membayar pajak. Dalam 
setiap pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah 
pimpinan. Dan dalam setiap tahapan perencanaannya samsat keliling mempunyai 
perencanaan. 
 Narasumber lain mengatakan bahwa pelaksanaan program samsat keliling 
yang dilakukan oleh kantor samsat labuhan batu sudah berjalan sesuai dengan 
perencanaannya. Dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat karena 
tidak perlu lagi untuk kekantor samsat bila hendak membayar pajak. Dalam setiap 
pelaksanaan program samsat keliling dilaksanakan sesuai perintah pimpinan. Dan 
dalam setiap tahapan perencanaannya samsat keliling mempunyai perencanaan. 
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Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori 
pelaksanaan. Pelaksanaan menurut Syaukani,dkk (2004) adalah serangkaian 
kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan 
dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk serangkaian 
kegiatan, persiapan pertama maju menetapkan aturan yang merupakan 
interprestasi dari kebijakan tersebut. 
  Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil 
wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Syaukani,dkk (2004) , pelaksanaan  
dapat diambil kesimpulan bahwa kantor samsat Labuhan Batu sudah menjalankan 
perencanaan dalam program samsat keliling dengan baik. 
4.2.2 Adanya Peraturan Untuk Melakukan Program Samsat Keliling  
Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya rencana sesuai dengan 
pelaksaan dalam pemerintahan desa dari hasil wawancara yang mengatakan 
bahwa landasan dalam melaksanakan program samsat keliling sudah sesuai dari 
dinas tersendiri atau pun perintah dari pimpinan sesuai dengan jadwal yang ada 
dalam melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Adapun proses perumusan 
landasannya sudah tertulis jadi bukan kita yang menentukan dan kita anggota di 
samsat keliling melaksanakan perintah pimpinan dalam melaksanakan 
pemungutan kendaraan bermotor. Program samsat keliling ini sudah terlaksana 
hampir 80% untuk labuhan batu Kalau pihak penyelenggara melaksanakan sebaik 
baiknya menghasilkan PAD dari wajib pajak kendaraan bermotor.  
Narasumber lain mengatakan bahwa landasan dalam melaksanakan program 
samsat keliling sudah sesuai dari dinas tersendiri atau pun perintah dari pimpinan 
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sesuai dengan jadwal yang ada dalam melaksanakan pemungutan kendaraan 
bermotor. Adapun proses perumusan landasannya sudah tertulis jadi bukan kita 
yang menentukan dan kita anggota di samsat keliling melaksanakan perintah 
pimpinan dalam melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Program samsat 
keliling ini sudah terlaksana hampir 80% untuk wilayah labuhan batu. Kalau 
pihak penyelenggara melaksanakan sebaik-baiknya menghasilkan PAD dari wajib 
pajak kendaraan bermotor.  
Narasumber lain mengatakan bahwa landasan dalam melaksanakan program 
samsat keliling sudah sesuai dari dinas tersendiri atau pun perintah dari pimpinan 
sesuai dengan jadwal yang ada dalam melaksanakan pemungutan kendaraan 
bermotor. Adapun proses perumusan landasannya sudah tertulis jadi bukan kita 
yang menentukan dan kita anggota di samsat keliling melaksanakan perintah 
pimpinan dalam melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Program samsat 
keliling ini sudah terlaksana hampir 80% untuk wilayah Sumatera Utara. Kalau 
pihak penyelenggara melaksanakan sebaik baiknya menghasilkan PAD dari wajib 
pajak kendaraan bermotor.  
Narasumber lain mengatakan bahwa landasan dalam melaksanakan program 
samsat keliling sudah sesuai dari dinas tersendiri atau pun perintah dari pimpinan 
sesuai dengan jadwal yang ada dalam melaksanakan pemungutan kendaraan 
bermotor. Adapun proses perumusan landasannya sudah tertulis jadi bukan kita 
yang menentukan dan kita anggota di samsat keliling melaksanakan perintah 
pimpinan dalam melaksanakan pemungutan kendaraan bermotor. Program samsat 
keliling ini sudah terlaksana hampir 80% untuk wilayah Labuhan Batu. Kalau 
56 
 
pihak penyelenggara melaksanakan sebaik baiknya menghasilkan PAD dari wajib 
pajak kendaraan bermotor.  
 Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori. Dimana 
dinyatakan bahwa program adalah himpunan atau kumpulan instruksi tertulisyang 
dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software 
(Binanto:2008). 
Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil 
wawancara dan dikaitkan dengan teori dari (Binanto:2008),adanya peraturan dapat 
diambil kesimpulan bahwa kantor samsat Labuhan Batu sudah menjalankan 
peraturan yang dibuat dalam program samsat keliling dengan baik. 
4.2.3 Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai Dalam Program Samsat Keliling 
 Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya tujuan yang ingin dicapai 
dalam program samsat keliling dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa 
tentang pertanyaan bagaimanakah pengarahan dari pihak penyelenggara kepada 
staf yang melaksanakan tugas samsat keliling beliau mengatakan. Kalau untuk 
kita sendiri dari armada tidak ada masalah ke masyarakatnya sendiri terhadap 
tingkat membayar pajak kendaraan.  Program di jadwal 1 minggu 6 kali 
keberangkatan. Kalau untuk koordinasi kupt ke dinas tidak ada masalah. 
Narasumber lain mengatakan bahwa tentang pertanyaan bagaimanakah 
pengarahan dari pihak penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas 
samsat keliling beliau mengatakan kalau untuk kita sendiri dari armada tidak ada 
masalah ke masyarakatnya sendiri terhadap tingkat membayar pajak kendaraan.  
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Program di jadwal 1 minggu 6 kali keberangkatan kalau untuk koordinasi kupt ke 
dinas tidak ada masalah. 
 Narasumber lain mengatakan bahwa tentang pertanyaan bagaimanakah 
pengarahan dari pihak penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas 
samsat keliling beliau mengatakan kalau untuk kita sendiri dari armada tidak ada 
masalah ke masyarakatnya sendiri terhadap tingkat membayar pajak kendaraan.  
Program di jadwal 1 minggu 6 kali keberangkatan. kalau untuk koordinasi kupt ke 
dinas tidak ada masalah. 
Narasumber lain mengatakan bahwa tentang pertanyaan bagaimanakah 
pengarahan dari pihak penyelenggara kepada staf yang melaksanakan tugas 
samsat keliling beliau mengatakan kalau untuk kita sendiri dari armada tidak ada 
masalah ke masyarakatnya sendiri terhadap tingkat membayar pajak kendaraan.  
Program di jadwal 1 minggu 6 kali keberangkatan kalau untuk koordinasi 
kupt ke dinas tidak ada masalah. 
Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan teori efektivitas. 
Efektivitas menurut Bungkas (2013) adalah hubungan antara output dan tujuan. 
Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari 
organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan diatas bahwa antara hasil 
wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Bungkas (2013),  adanya tujuan dapat 
diambil kesimpulan bahwa kantor samsat Labuhan Batu sudah menjalankan 




4.2.4 Adanya Kebijaksanaan Untuk Melakukan Program Samsat Keliling 
Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya kebijaksanaan untuk 
melakukan program samsat keliling dari hasil wawancara yang mengatakan 
bahwa kalau untuk program mudah tidak mudah kita hanya mempasilitasi kepada 
masyarakat sekarang kembali kepada masyarakatnya sendiri.  Programnya kita 
setiap hari satu kecamatan untuk mempergerak kendaraan setiap hari. Untuk 
mempermudah masyarakat melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan 
bermotor sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. 
Narasumber lain mengatakan bahwa kalau untuk program mudah tidak 
mudah kita hanya mempasilitasi kepada masyarakat sekarang kembali kepada 
masyarakatnya sendiri.  Programnya kita setiap hari satu kecamatan untuk 
mempergerak kendaraan setiap hari. Untuk mempermudah masyarakat melakukan 
pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor sesuai prosedur yang sudah 
ditetapkan. 
Narasumber lain mengatakan bahwa kalau untuk program mudah tidak 
mudah kita hanya mempasilitasi kepada masyarakat sekarang kembali kepada 
masyarakatnnya sendiri. Programnya kita setiap hari satu kecamatan untuk 
mempergerak kendaraan setiap hari. Untuk mempermudah masyarakat melakukan 
pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor sesuai prosedur yang sudah 
ditetapkan. 
Narasumber lain mengatakan bahwa kalau untuk program mudah tidak 
mudah kita hanya mempasilitasi kepada masyarakat sekarang kembali kepada 
masyarakatnnya sendiri. Programnya kita setiap hari satu kecamatan untuk 
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mempergerak kendaraan setiap hari. untuk mempermudah masyarakat melakukan 
pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor sesuai prosedur yang sudah 
ditetapkan. 
Beberapa pernyataan tersebut apabila dibandingkan dengan konsepsi tujuan 
dimana dinyatakan bahwa Pelaksanaan adalah pemahaman yang sebebarnya apa 
yang terjadisetelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan 
pelaksanaan yaitu, peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah 
pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola 
serta atas  konsekuensi/dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa (Daniel 
danpul:2005). 
Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil 
wawancara dan dikaitkan dengan teori dari (Daniel danpul:2005), adanya 
kebijaksanaan dapat diambil kesimpulan bahwa kantor samsat Labuhan Batu 















Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. Kantor samsat Labuhan Batu dalam perencanaan program samsat keliling 
sudah menjalankannya dengan baik. 
b. Kantor samsat Labuhan Batu sudah menjalankan peraturan pada program 
samsat keliling. 
c. Kantor samsat Labuhan Batu sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam 
program samsat keliling. 
d. Kantor samsat Labuhan Batu sudah menjalankan kebijakan dalam melakukan 
program samsat keliling. 
 
5.2.      Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Efektivitas pelaksanaan 
program sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) keliling dalam 
meningkatkan pelayanan publik di kantor samsat Labuhan Batu. Maka dapat 
dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 
a. Kantor samsat Labuhan Batu harus lebih meningkatkan perencanaan program 
samsat keliling.  
b. Kantor samsat Labuhan Batu harus lebih menjalakan peraturan untuk 
program samsat  keliling. 
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c. Kantor samsat Labuhan Batu harus lebih memiliki tujuan yang ingin dicapai 
dalam program samsat keliling. 
d. Kantor samsat Labuhan Batu harus lebih menjalankan kebijakan dalam 
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